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Aplikasi Pengelolaan
Keuangan Desa

Jakarta, 11 November 201 5

Kepada
Yth- 1. Guherrult,:

2. BupatiMalikota.
di

Seluruh Indonesia

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan Keuangan Desa yang transparan,
akuntabel dan partisipatif, se.bagainrana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Menteri
Dalam Negeri Republik lndonesia bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan, telah menandatangani Nota kesepahaman Nomor 9001627115J dan
MOU-16/l(D412015, tanggal6 November 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Sehubungan dengan haltersebut, bersama ini diminta perhatian Saudara atas
hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa nota kesepahanran tersebut merupakan kesepakatan kerjasama antara
Ditjen Bina Pemerintaharr Desa Kementerian Dalam Negeri dan Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam melakukan pembinaan dan
pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;

2. Salah satu bentuk kerjasama dimaksud adalah telah terbangunnya sistem
pengelolaan keuangan desa berbasis aplikasi yang lebih lanjut diset''ut
"SISKEUDES", yang sebelumnya telah diperkenalkan oleh BPKP dengan nama
'SIMDA'. Sistem aplikasi ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah

Desa dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Aplikasi
tersebut diberikan kepada seluruh Desa secara cuma-cLlma atau tanpa dipungut
biaya;

3. Berkaitan dengan haltersebut, bahwa aplikasi sistem pengelolaan keuangan desa

ini diberlakukan untuk seluruh desa dengan penerapan secara bertahap mulai

tahun 2016. Selanjutnya, diminta kepada Saudara Gubernur dan BupatiMalikota
untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi penerapan/ pemanfaatan aplikasi

tersebut dalam pengelolaan keuangan desa, sebagai upaya untuk meningkatkan

tranparansi, efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa;

4. Untuk mempercepat penerapanlpemanfaatan aplikasi tersebut, diharapkan pula

kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota untuk memberikan

dukungan pembiayaan melalui APBD masing-masing guna melaksanakan

sosialisasi ataupun bimbingan teknis bagi aparatur Pemerintah Desa.

Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerjasama yang baik, diucapkan

terima kasih.
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Lamp,

Hal

Tembusan:
1. Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri (sehagai laporan);
2. Yth. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

sH, M.Si


